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Abstract: This study examines the legal aspects of Indonesia’s electric vehicle (EV) subsidy 

policy and its impact on competition within the automotive sector. The government’s EV 

subsidy program is part of a broader commitment to reduce carbon emissions and accelerate 

the transition to renewable energy, as reflected in regulations such as Presidential 

Regulation No. 55 of 2019 as amended by No. 79 of 2023, and related ministerial decrees. 

While these subsidies are intended to promote the adoption of environmentally friendly 

vehicles, they also risk creating market distortions and unfair competition, particularly 

between electric and conventional vehicle manufacturers. This research employs a normative 

juridical approach, analyzing relevant legislation and conceptual frameworks to assess the 

compatibility of the subsidy policy with the principles of fair business competition as 

stipulated in Law No. 5 of 1999. The findings indicate that although government subsidies for 

electric vehicles are legitimate as a form of state intervention, their implementation must be 

carefully monitored to prevent barriers to market entry or the marginalization of established 

conventional vehicle industries, which remain vital to the national economy. Continuous 

oversight and policy evaluation are therefore essential to ensure that environmental 

objectives are achieved without compromising fair competition in Indonesia’s automotive 

industry. 

 

Keywords:  Electric vehicle subsidy, government policy, business competition, market 

distortion, state intervention. 

 

Abstrak: Penelitian ini menganalisis aspek yuridis kebijakan subsidi kendaraan listrik di 

Indonesia serta dampaknya terhadap persaingan usaha di sektor otomotif. Kebijakan subsidi 

kendaraan listrik diterapkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan 

emisi karbon dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan, melalui berbagai regulasi 

seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 jo. Nomor 79 Tahun 2023 dan peraturan 

menteri terkait. Namun, pemberian subsidi ini berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan 

ketidakseimbangan persaingan, khususnya antara produsen kendaraan listrik dan 

konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis 
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peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah relevansi 

kebijakan subsidi terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 

subsidi kendaraan listrik sah sebagai instrumen intervensi negara, implementasinya harus 

tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha agar tidak menimbulkan hambatan masuk 

pasar atau mematikan industri kendaraan konvensional yang telah lama menjadi sumber 

pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi kebijakan 

secara berkelanjutan agar tujuan lingkungan tercapai tanpa mengorbankan keadilan 

persaingan dalam industri otomotif nasiona. 

 

Kata Kunci:  Subsidi kendaraan listrik, Kebijakan Pemerintah, Persaingan Usaha, Distorsi 

Pasar, Intervensi negara. 

 

 

PENDAHULUAN 

Subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran 

dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu 

tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima. Singkatnya, definisi subsidi adalah 

bantuan atau intensif keuangan (Soen, 2022). Bila berkaca pada pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang menerima subsidi adalah perusahaan dan rumah tangga (masyarakat) 

yang bertujuan meringankan beban penerima. Subsidi merupakan pemberian pemerintah kepada 

produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen. Subsidi dapat 

menurunkan harga sampai dimana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya 

subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang berlaku (Putri, 2022) dan bila 

penerima adalah rumah tangga (masyarakat) maka tujuan dari subsidi tersebut ialah 

meningkatkan daya beli masyarakat. Subsidi bagaikan dua sisi  koin, subsidi bagi masyarakat 

dapat membantu menjaga daya beli masyarakat disisi yang lainnya subsidi bisa menjadi 

instrument ekonomi yang menyebabkan distorsi pasar karena subsidi kepada perusahaan tertentu 

bisa saja merusak harga suatu komoditas ekonomi yang menyebabkan persaingan di pasar 

menjadi tidak seimbang sehingga menyebabkan terjadinya distorsi pasar karena cost dari suatu 

produk tersebut telah disubsidi oleh pemerintah oleh karena itu harga jual produk tersebut bisa 

saja lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. 

Subsidi ke$ndaraan listrik adalah salah satu langkah yang digunakan ole $h pe$me$rintah 

Indone$sia untuk me$ncapai targe$t pe$nurunan e$misi karbon gas rumah kaca. Pe$me$rintah 

be$rkomitme$n me$nurunkan e$misi Gas Rumah Kaca (GRK) se $suai ke$se$pakatan global yang 

te$rcantum dalam dokume $n E$nhance$d Nationally De$te$rmine$d Contribution (E$-NDC) 

me$nurunkan e$misi GRK pada tahun 2030 se $be$sar 29% dari BAU (busine$ss as usual) de$ngan 

ke$mampuan se$ndiri atau se$be$sar 41% de$ngan bantuan inte$rnasional. Dari targe$t pe$nurunan e$misi 

pada tahun 2030 se$be$sar 834 Juta Ton CO2e $, se$ktor e$ne$rgi diharapkan dapat me $nurunkan e$misi 

se$be$sar 314 Juta Ton CO2e$ de$ngan ke$mampuan se$ndiri atau 398 Juta Ton CO2e$ de$ngan bantuan 

inte$rnasional (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023). Se$jalan de$ngan ke$inginan 

pe$me$rintah Indone$sia untuk me $nurunkan e$misi karbon, Pe$me$rintah mulai me $ncanangkan 

pe$ralihan e$ne$rgi dari e$ne$rgi fosil yang be$rsumbe$r dari batu bara, gas dan minyak bumi ke$ sumbe$r 

e$ne$rgi yang le$bih be$rsih yaitu e$ne$rgi te$rbarukan yang be$rsumbe$r dari alam se $pe$rti panas bumi, 

angin, air dan panas matahari. Se $lain pe$ralihan e$ne$rgi te$rse$but pe$me$rintah juga me $ncangkan 

pe$ralihan ke$ndaraan konve$nsional be$rte$naga fosil se$je$nisnya ke$ ke$ndaraan yang le $bih ramah 

lingkungan de$ngan me$nggunakan listrik se$bagai sumbe$r te$naga. 

Pe$raturan Pre$side$n Re$publik Indone$sia nomor 79 tahun 2023 te $ntang pe$rubahan atas 

pe$raturan Pre$side$n Nomor 55 Tahun 2019 Te$ntang Pe$rce$patan Program Ke$ndaran Be$rmotor 

Listri Be$rbasis Bate$rai (Batte$ry E$le$ctric ve$hicle$) untuk Transportasi Jalan Pasal 1 Ayat (3) 
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me$mbe$rikan pe$nge$rtian te$ntang ke$ndaraan be$rmotor listrik be$rbasis bate$rai “Ke$ndaraan 

Be$rmotor Listrik Be$rbasis Bate$rai (Batte$ry E$le$ctric Ve$hicle$l) yang se$lanjutnya dise $but KBL 

Be$rbasis Bate$rai adalah ke $ndaraan yang dige$rakan de$ngan Motor Listrik dan me $ndapatkan 

pasokan sumbe$r daya te$naga listrik dari Bate $rai se$cara langsung di ke$ndaraan maupun dari luar.” 

Indone$sia me$rupakan ne$gara de$ngan cadangan nike $l te$rbe$sar di dunia. Cadangan nike $l di 

Indone$sia se$be$sar 52% dari cadangan nike $l dunia (Radhica, 2023), bahan baku pe$mbuatan 

bate$rai ke$ndaraan listrik adalah nike$l se$hingga de$ngn cadangan nike$l yang be$sar me$mbuat 

Indone$sia me$njadi tujuan inve$stasi nike$l yang me$njanjikan. 

Subsidi ke$ndaraan listrik ole $h pe$me$rintah dilakukan me$lalui be$be$rapa cara, yaitu 

pe$mbe$rian pe$motongan pajak ke$ndaraan listrik yang diatur dalam Pe $raturan Me$ntri Ke$uangan 

Re$publik Indone$sia Nomor 8 Tahun 2024 Te $ntang Pajak Pe$rtambahan Nilai Atas Pe $nye$rahan 

Ke$ndraan Be$rmotor Listrik Be $rbasis Bate$rai Roda E $mpat Te$rte$ntu Dan Ke$ndaraan Be$rmotor 

Listrik Be$rbasis Bate$rai Bus Te$rte$ntu yang Ditanggung Pe$me$rintah Tahun Anggaran 2024 dalam 

PMK te$rse$but diatur me$nge$nai be$saran potongan pajak yang ditanggung pe $me$rintah, se$lain  

pe$mbe$rian potongan pajak ke $ndaraan listrik dan bantuan potongan harga ke$ndaraan listrik roda 

dua yang akan ditanggung ole $h Pe$me$rintah yang diatur dalam Pe $raturan Me$ntri Pe$rindustrian 

Re$publik Indone$sia Nomor 6 Tahun 2023 Te $ntang Pe$doman Pe$mbe$rian Bantuan Pe $me$rintah 

Untuk Pe$mbe$lian Ke$ndaraan Be$rmotor Listrik Be$rbasis Be$te$rai Roda Dua.  

Mobil Listrik be$rbasis Be$te$rai akan disubsidi se $be$sar Rp. 70.000.000  untuk pe $mbe$lian 

mobil listrik de$ngan harga maksimal se $be$sar Rp.200.000.000, ada juga subsidi se $be$sar 

Rp.80.000.000 untuk pe$mbe$lian mobil listrik de$ngan harga maksisma Rp. 200.000.000-

800.000.000, untuk mobil listrik hybrid akan disubsidi se $be$sar Rp. 40.000.000 dan subsidi motor 

listrik se$be$sar Rp. 7.000.000 untuk tiap unit dan Subsidi untuk konve $rsi motor konve$nsional 

me$njadi motor listrik se$be$sar Rp 5.000.000  tiap unit (Astraotoshop.com, 2025). 

Se$pe$rti yang dike$tahui be$rsama dalam pe$re$konomian ne$gara me$miliki 3 pe$ran yaitu 

se$bagai produse$n, se$bagai konsume$n dan se$bagai re$gulator. Fungsi pe$me$rintah se$bagai re$gulator 

ialah me$mastikan pasar adalah te$mpat pe$rsaingan yang se$hat dimana tidak ada hambatan-

hambatan dalam me$masuki pasar dan pe $ne$tapan harga yang se $suai de$ngan me$kanisme$ pasar 

yaitu se$suai de$ngan hukum pe$rmintaan dan pe$nawaran. Se$lain me$mastikan pasar me$njadi te$mpat 

pe$rsaingan yang se$hat ne$gara juga harus bisa me $mastikan bahwa ke$bijakan dan produk hukum 

yang dike$luarkan ne$gara tidak bole $h me$njadi sumbe$r hambatan dalam pe$rsaingan usaha. 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 te $ntang Larangan Praktik Monopoli dan Pe$rsaingan Usaha 

Tidak Se$hat adalah salah satu produk hukum yang me $masitikan pasar me$njadi te$mpat pe$rsaingan 

yang se$hat namun se$pe$rti yang kita ke $tahui be$rsama dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999 te$ntang Larangan Praktik Monopoli dan Pe$rsaingan Usaha Tidak Se$hat tidak ada pasal 

yang me$ngatur apabila ke$bijakan atau produk hukum yang dike $luarkan ne$gara me$nggangu 

pe$rsaingan usaha.  

Komisi Pe$ngawas Pe$rsainga Usaha (KPPU) me $miliki be$be$rapa tugas salah satunya ialah 

me$mbe$rikan saran atau pe$rtimbangan te$rhadap ke$bijakan pe$me$rintah yang be$rkaitan de$ngan 

praktik monopoli dan atau pe $rsaingan usaha tidak se$hat dalam kaitannya de$ngan tugas ini KPPU 

tidak bisa langsung me$nginte$rve$nsi se$buah ke$bijakan dari ne$gara KPPU hanya bisa me$mbe$rikan 

saran dan masukan te$ntang ke$bijakan pe$me$rintah. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 te $ntang 

Larangan Praktik Monopoli dan Pe $rsaingan Usaha Tidak Se $hat tidak me$ngatur bagaimana bila 

ke$bijakan ne$gara atau produk hukum yang dike$luarkan me$nggagu pe$rsaingan dalam pasar. 

padahal se$pe$rti yang kita ke $tahui be$rsama be$be$rapa ke$bijakan pe$me$rintah dan produk hukumnya 

di masa lalu me$ngganggu pe$rsaingan usaha se$hingga me$nye$babkan distorsi pasar dan se $bagi 

latar be$lakang me$ngapa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 te$ntang Larangan Praktik 

Monopoli dan Pe$rsaingan Usaha Tidak Se $hat bisa lahir. Saat ini ke $bijakan pe$me$rintah me$nge$nai 

subsidi ke$ndaraan listrisk yang me $miliki dampak yang cukup signifikan dalam kaitanya de$ngan 

pe$rsaingan usaha dibidang otomotif dimana ne $gara be$rharap de$ngan ke$bijakan subsidi ini bisa 
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me$ningkatkan produksi dan pe $mbe$lian ke$ndaraan listrik di Indone $sia padahal dalam pasar 

otomotif ada juga pe$saing lain yaitu ke$ndaraan konve$nsional. 

Ke$mauan pe$me$rintah Indone$sia untuk me$ningkatkan pe$nggunaan e$ne$rgi te$rbarukan de$mi 

me$ndukung pe$nurunan e$misi karbon di Indone$sia adalah suatu langka yang pe $rlu diapre$siasi  

para pihak apalagi de$ngan banyaknya laporan pe $manasan global yang hanya dapat dike$ndalikan 

de$ngan usaha be$rsama ole$h umat manusia. Namun usaha-usaha te$rse$but me$sti  me$mpe$rhatikan 

jalur-jalur yang te$lah dibuat ole $h pe$me$rintah,  dalam hal ini yaitu hukum pe $rsaingan usaha dan 

pe$raturan-pe$raturan lainnya. Pe$mbe$rian subsidi ke$ndaraan listrik baik ke$ndaraan roda dua mau 

pun roda e$mpat, me$sti me$mprihatikan kondisi pasar otomotif Indone $sia jangan sampai 

pe$mbe$rian subsidi ke$ndaraan listrik te $rse$but me$matikan industri ke$ndaraan konve$nsional dimana 

industri ke$ndaraan konve$nsional te$rse$but sudah lama me $njadi sumbe$r pe$ndapatan bagi 

masyarakat banyak. Kare$na itu pe$ne$liti ingin me $lihat Analisis yuridis kebijakan subsidi 

kendaraan listrik dan dampaknya terhadap persaingan usaha. 

 

Rumusan Masalah 

Apakah ke$bijakan subsidi ke$ndaraan listrik dapat dianggap se $bagai be$ntuk distorsi pasar yang 

be$rte$ntangan de$ngan hukum pe$rsaingan usaha? 

 

METODE 

Pe$ne$litian ini adalah pe $ne$litian normatif atau  pe$ne$litian  hukum  doktrinal  ( doctrinal  

re$se$arch) me$rupakan pe$ne$litian  yang be$rtujuan  untuk  me$mbe$rikan  e$ksposisi yang  be$rsifat  

siste$matis te$ntang aturan hukum yang me$ngatur bidang hukum te$rte$ntu, me$nganalisis hubungan 

antara aturan hukum yang satu de $ngan yang lain, me$nje$laskan bagian-bagian yang  sulit  untuk  

dipahami  dari  suatu  aturan  hukum, bahkan  mungkin juga  me $ncakup  pre$diksi  

pe$rke$mbangan  suatu  aturan  hukum  te $rte$ntu  pada masa  me $ndatang.  Pe $ne$litian  hukum  

doktrinal  adalah  pe$ne$litian  be$rbasis ke$pustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum 

prime$r dan bahan hukum se $kunde$r (Susanti & Efendi, 2014). pe$nde$katan  yang digunakan 

dalam pe$ne$litian ini adalah pe$nde$katan Pe$rundang-undangan, pe$nde$katan konse$p dan 

pe$nde$katan pe$rbandingan hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ke$bijakan subsidi ke$ndaraan listrik di Indone$sia diatur me$lalui be$rbagai re$gulasi, mulai 

dari Pe$raturan Pre$side$n hingga pe$raturan me$nte$ri. Tujuan utama ke$bijakan ini adalah me$ndorong 

pe$rce$patan transisi ke$ ke$ndaraan Listrik ramah lingkungan se$bagai bagian dari komitme$n 

nasional me$nurunkan e$misi gas rumah kaca (GRK). Dalam konte$ks hukum, subsidi me$rupakan 

instrume$n inte$rve$nsi ne$gara yang sah, namun harus te$tap me$mpe$rhatikan prinsip pe$rsaingan 

usaha. Ke$bijakan te$rkait subsidi ke$ndaraan listrik di Indone$sia diatur dalam Pe$raturan Pre$side$n 

Nomor 55 Tahun 2019 te $ntang Pe$rce$patan Program Ke $ndaraan Be$rmotor Listrik Be $rbasis 

Bate$rai (Batte$ry E$le$ctric Ve$hicle$) untuk Transportasi Jalan, yang te $lah diubah de$ngan Pe$raturan 

Pre$side$n Nomor 79 Tahun 2023. Pe $raturan ini ke$mudian ditindaklanjuti me $lalui be$be$rapa 

re$gulasi turunan, antara lain: 

1. Pe$raturan Me$nte$ri Ke$uangan Nomor 12 Tahun 2025 te$ntang Pajak Pe$rtambahan Nilai atas 

Pe$nye$rahan Ke$ndaraan Be$rmotor Listrik Be$rbasis Bate$rai Roda E$mpat Te$rte$ntu dan 

Ke$ndaraan Be$rmotor Listrik Be$rbasis Bate$rai Bus Te$rte$ntu, se$rta Pajak Pe$njualan atas 

Barang Me$wah atas Pe$nye$rahan Barang Ke$na Pajak yang Te$rgolong Me$wah be$rupa 

Ke$ndaraan Be$rmotor Roda E $mpat E$misi Karbon Re$ndah Listrik Te$rte$ntu yang Ditanggung 

Pe$me$rintah Tahun Anggaran 2025. 

2. Pe$raturan Me$nte$ri Pe$rindustrian Nomor 21 Tahun 2023 te$ntang Pe$rubahan atas Pe$raturan 

Me$nte$ri Pe$rindustrian Nomor 6 Tahun 2023 te $ntang Pe$doman Pe$mbe$rian Bantuan 

Pe$me$rintah untuk Pe$mbe$lian Ke$ndaraan Be$rmotor Listrik Be$rbasis Bate$rai Roda Dua. 
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Be$rdasarkan ke$te$ntuan Pasal 12 Pe$raturan Pre$side$n Nomor 79 Tahun 2023 jo. Pe$raturan 

Pre$side$n Nomor 55 Tahun 2019, Pe $me$rintah me$mbe$rikan izin ke$pada pe$rusahaan industri untuk 

me$ngimpor ke$ndaraan be$rmotor listrik be$rbasis bate$rai dalam be$ntuk utuh (Comple$te$ly Built-

Up/CBU) hingga akhir tahun 2025. Ke$bijakan ini ditujukan bagi pe $rusahaan yang: (i) akan 

me$mbangun fasilitas pabrik produksi ke $ndaraan listrik di Indone $sia; (ii) be$re$ncana 

me$mpe$rke$nalkan produk ke$ndaraan listrik baru ke$ pasar dome$stik; atau (iii) be$rupaya me$nambah 

kapasitas produksi pabrik yang te$lah ada. 

Se$bagai be$ntuk dukungan te $rhadap ke$bijakan te$rse$but, Pe$me$rintah me$mbe$rikan inse$ntif fiskal 

ke$pada pe$rusahaan industri se $bagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), se$rta Pasal 

19A ayat (1) huruf a. Inse $ntif yang dimaksud me $liputi pe$mbe$basan be$a masuk atas impor 

ke$ndaraan be$rmotor listrik be$rbasis bate$rai dalam be$ntuk utuh (CBU), atau fasilitas be $a masuk 

yang ditanggung ole$h pe$me$rintah. 

Se$lain inse$ntif be$rupa pe$mbe$basan be$a masuk, Pasal 19A ayat (1) huruf b Pe $raturan 

Pre$side$n Nomor 79 Tahun 2023 juga me$ngatur me$nge$nai inse$ntif Pajak Pe $njualan atas Barang 

Me$wah (PPnBM). Inse $ntif ini dibe$rikan dalam be$ntuk pe$mbe$basan PPnBM untuk ke $ndaraan 

be$rmotor listrik be$rbasis bate $rai dalam ke$adaan utuh (Comple$te$ly Built-Up/CBU), atau dalam 

be$ntuk PPnBM yang ditanggung ole $h pe$me$rintah. Se$lanjutnya, Pasal 19A ayat (1) huruf c 

me$ngatur me$nge$nai inse$ntif be$rupa pe$mbe$basan atau pe$ngurangan pajak dae$rah, yang juga 

dibe$rikan untuk ke$ndaraan be$rmotor listrik be$rbasis bate$rai dalam be$ntuk CBU. 

Le$bih lanjut, Pasal 17 ayat (3) me $nguraikan subje$k hukum yang be$rhak me$ne$rima inse$ntif 

te$rse$but. Pe$ne$rima inse$ntif me$liputi: 

1. Pe$rusahaan industri ke$ndaraan be$rmotor listrik be$rbasis bate$rai; 

2. Pe$rguruan tinggi dan le$mbaga pe$ne$litian dan pe$nge$mbangan; 

3. Pe$rusahaan industri yang be$rge$rak di bidang kompone$n ke$ndaraan listrik be$rbasis bate$rai; 

4. Pe$rusahaan pe$nye$dia bate$rai; 

5. Pe$rusahaan industri yang be$rpe$ran dalam pe$rce$patan produksi se$rta pe$nye$diaan sarana dan 

prasarana untuk ke$ndaraan listrik be $rbasis bate$rai; 

6. Pe$rusahaan pe$nge$lola limbah bate$rai; 

7. Pe$rusahaan pe$nye$dia Stasiun Pe$ngisian Ke$ndaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun 

Pe$nukaran Bate$rai Ke$ndaraan Listrik Umum (SPBKLU), se $rta pe$nye$dia hunian de$ngan 

instalasi listrik privat untuk pe$ngisian ke$ndaraan listrik; 

8. Pe$rusahaan angkutan umum yang me$nggunakan ke$ndaraan listrik; dan 

9. Orang pe$rse$orangan pe$ngguna ke$ndaraan listrik be$rbasis bate$rai. 

 

Adapun je$nis-je$nis inse$ntif yang dibe$rikan, se$bagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 

19 me$ncakup: 

 
No. Pasal Jenis Insentif Keterangan 

1 Pasal 19 ayat (1) a 
Pembebasan/penanggungan Bea Masuk 

atas kendaraan listrik CBU 

Mendorong impor kendaraan listrik 

dalam bentuk Completely Built-Up 

(CBU) 

2 Pasal 19 ayat (1) b 
Insentif Pajak Penjualan atas Barang       

Mewah (PPnBM) 

Diberikan untuk kendaraan listrik 

berbasis baterai 

3 Pasal 19 ayat (1) c 
Pembebasan/pengurangan pajak pusat 

dan pajak daerah 

Termasuk PPN, PPh, dan pajak 

kendaraan bermotor daerah 

4 Pasal 19 ayat (1) d 

Pembebasan Bea Masuk atas impor 

mesin, barang, dan bahan penanaman 

modal 

Untuk menunjang pembangunan 

industri dalam negeri 

5 Pasal 19 ayat (1) e 
Bea Masuk ditanggung pemerintah (DTP)   

atas bahan baku/bahan penolong produksi 

Untuk keperluan proses produksi 

kendaraan listrik 

6 Pasal 19 ayat (1) f 
Insentif untuk pembuatan peralatan 

SPKLU dan SPBKLU 

Mendukung pengembangan 

infrastruktur pengisian kendaraan 
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No. Pasal Jenis Insentif Keterangan 

listrik 

7 Pasal 19 ayat (1) g Insentif pembiayaan ekspor 
Untuk mendorong ekspor kendaraan 

listrik dan komponennya 

8 Pasal 19 ayat (1) h 

Insentif fiskal untuk penelitian, 

pengembangan, inovasi teknologi, dan 

vokasi 

Untuk SDM dan inovasi industri 

kendaraan listrik 

9 Pasal 19 ayat (1) i Tarif parkir khusus 
Diberikan di lokasi tertentu untuk 

pengguna kendaraan listrik 

10 Pasal 19 ayat (1) j 
Keringanan biaya pengisian daya di 

SPKLU 

Meringankan beban konsumen 

kendaraan listrik 

11 Pasal 19 ayat (1) k Sertifikasi kompetensi profesi SDM 
Untuk tenaga kerja di industri 

kendaraan listrik berbasis baterai 

12 Pasal 19 ayat (1) l Sertifikasi produk dan/atau standar teknis 
Untuk industri kendaraan listrik dan 

komponen terkait 

13 Pasal 19A ayat (1) a 
Pembebasan Bea Masuk atas kendaraan  

listrik CBU 

Tambahan dari pasal sebelumnya, 

dikhususkan untuk bentuk utuh 

kendaraan 

14 Pasal 19A ayat (1) b 
Pembebasan/penanggungan PPnBM 

kendaraan listrik CBU 

Bisa berupa pembebasan langsung atau 

ditanggung oleh pemerintah 

15 Pasal 19A ayat (1) c 
Pembebasan/pengurangan pajak daerah 

untuk kendaraan listrik CBU 

Insentif tambahan di tingkat daerah 

untuk mendorong penetrasi pasar 

kendaraan listrik 

 

Di samping  itu pemerintah juga memberikan insentf lain yang diatur dalam peraturan 

mentri keuangan, Peraturan mentri industri dan mentri ESDM 

 

No. Peraturan Jenis Bantuan Keterangan 

1 PMK No. 38 Tahun 2023 

PPN Ditanggung 

Pemerintah untuk mobil 

dan bus listrik 

Berlaku untuk kendaraan dengan TKDN 

tertentu, tahun anggaran 2023 

2 PMK No. 8 Tahun 2024 

PPN Ditanggung 

Pemerintah untuk mobil 

dan bus listrik 

Lanjutan insentif tahun sebelumnya, 

mendukung transisi energi dan 

peningkatan minat beli  kendaraan listrik 

3 PMK No. 12 Tahun 2025 

PPN Ditanggung 

Pemerintah  PPnBM 

Ditanggung Pemerintah 

Untuk kendaraan listrik roda empat dan 

bus  tertentu, serta kendaraan LCEV (low 

carbon emission vehicle) 

4 
PEMPERIN No. 21 Thn 

2023  

Subsidi Pembelian 

kendaraan roda dua dan 

roda empat. 

Dalam bentuk potongan harga langsung, 

diberikan kepada masyarakat untuk 

pembelian motor listrik baru dengan 

TKDN sesuai ketentuan 

5 Permen ESDM 

Konvensi Kendaraan roda 

dua biasa ke kendaraan 

listrik 

Besar bantuan: Rp10 juta per unit motor 

yang dikonversi. 

Se$lain inse$ntif fiskal, pe$me$rintah Indone$sia juga me$mbe$rikan be$rbagai be$ntuk inse$ntif non-

fiskal untuk me$ndukung pe$rce$patan adopsi ke$ndaraan listrik. Inse$ntif non-fiskal te$rse$but 

me$ncakup ke$mudahan dalam prose$s pe$rizinan bagi pe$rusahaan industri yang akan me$mbangun 

fasilitas produksi ke$ndaraan listrik se$rta industri pe$ndukungnya. Pe$me$rintah juga me$mbe$rikan 

akse$s te$rhadap lokasi-lokasi strate$gis untuk pe$mbangunan infrastruktur pe$ndukung se$pe$rti 

Stasiun Pe$ngisian Ke$ndaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pe$nukaran Bate$rai Ke$ndaraan 

Listrik Umum (SPBKLU). 
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Di samping itu, ne$gara juga me$mbe$rikan fasilitas tarif parkir gratis di lokasi-lokasi te$rte$ntu 

bagi pe$ngguna ke$ndaraan listrik se$bagai be$ntuk inse$ntif langsung ke$pada konsume$n. Ke$mudahan 

lainnya me$ncakup prose$s instalasi infrastruktur pe$ngisian daya (charge$r), baik untuk ke$pe$milikan 

pribadi maupun untuk ke$pe$ntingan umum. Untuk me$njamin standar mutu dan ke$se$lamatan, 

pe$me$rintah juga me$mfasilitasi se$rtifikasi kompe$te$nsi sumbe$r daya manusia (SDM) di se$ktor 

ke$ndaraan listrik, se$rta se$rtifikasi produk dan kompone$n ke$ndaraan listrik dan industri 

pe$nunjangnya. Ke$bijakan inse$ntif non-fiskal ini be$rtujuan untuk me$nciptakan e$kosiste$m 

ke$ndaraan listrik yang inklusif, e$fisie$n, dan be$rke$lanjutan, se$rta me$mpe$rce$pat transisi me$nuju 

siste$m transportasi yang re$ndah e$misi se$suai de$ngan age$nda pe$mbangunan nasional 

be$rke$lanjutan. 

Dalam te$ori pasar pe$rsaingan se$mpurna, dite$kankan bahwa se$tiap pe$laku pasar me$miliki 

ke$se$mpatan yang sama untuk be$rpartisipasi dalam ke$giatan e$konomi. Ke$se$taraan ini dijamin 

me$lalui ke$be$radaan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, yang dite$gakkan ole$h ne$gara. Salah 

satu be$ntuk inte$rve$nsi ne$gara dalam me$njamin te$rciptanya ke$adilan te$rse$but adalah me$lalui 

pe$mbe$rian subsidi. 

Se$cara umum, subsidi dipahami se$bagai bantuan tunai yang dibe$rikan ke$pada masyarakat 

guna me$ningkatkan daya be$li, khususnya saat te$rjadi te$kanan e$konomi pada rumah tangga. 

Namun de$mikian, subsidi juga dapat dibe$rikan ke$pada pe$laku usaha atau pe$rusahaan produksi 

se$bagai strate$gi untuk me$ningkatkan kapasitas produksi, me$ndorong inovasi, atau me$mpe$rkuat 

daya saing nasional dalam konte$ks inve$stasi global. 

Ke$ndaraan listrik me$rupakan salah satu inovasi te$knologi yang dipandang akan 

me$ntransformasi se$ktor transportasi global me$lalui pe$nggunaan e$ne$rgi be$rsih dan ramah 

lingkungan. Namun, biaya produksi ke$ndaraan listrik se$cara signifikan le$bih tinggi dibandingkan 

ke$ndaraan konve$nsional. Hal ini dise$babkan ole$h be$lum matangnya infrastruktur produksi 

ke$ndaraan listrik, se$me$ntara infrastruktur produksi ke$ndaraan konve$nsional te$lah be$rke$mbang 

se$cara e$fisie$n se$lama puluhan tahun. Akibatnya, harga jual ke$ndaraan listrik ce$nde$rung le$bih 

mahal di pasaran. 

Pe$me$rintah Indone$sia me$nyadari tantangan te$rse$but, se$hingga me$lalui Pe$raturan Pre$side$n 

Nomor 79 Tahun 2023, dibe$rlakukan be$rbagai be$ntuk inse$ntif fiskal bagi pe$laku industri, 

te$rmasuk pe$ne$liti dan produse$n, dalam rangka me$ndukung pe$nge$mbangan ke$ndaraan listrik. 

Inse$ntif ini dibe$rikan untuk me$ne$kan harga jual ke$ndaraan listrik roda dua maupun roda e$mpat, 

se$hingga mampu be$rsaing de$ngan ke$ndaraan konve$nsional dan me$ndorong masyarakat untuk 

be$ralih me$nggunakan ke$ndaraan listrik. 

Me$skipun de$mikian, ke$bijakan pe$mbe$rian inse$ntif se$cara massif—baik dalam be$ntuk fiskal 

maupun non-fiskal—harus dilakukan se$cara hati-hati. Dalam jangka pe$nde$k, inse$ntif dapat 

me$ndorong pe$ningkatan produksi dan pe$njualan ke$ndaraan listrik. Namun, dalam jangka 

panjang, ke$bijakan ini be$rpote$nsi me$nimbulkan distorsi pasar dan bahkan dapat me$matikan 

pe$rsaingan usaha, khususnya bagi pe$laku industri otomotif konve$nsional yang tidak me$mpe$role$h 

inse$ntif se$rupa. 

Ole$h kare$na itu, ne$gara se$bagai re$gulator harus me$njaga ke$se$imbangan antara upaya 

me$ndorong adopsi ke$ndaraan listrik dan prinsip pe$rsaingan usaha yang se$hat. Pe$mbe$rian inse$ntif 

he$ndaknya tidak me$nimbulkan diskriminasi te$rhadap pe$laku usaha lain se$rta harus 

me$mpe$rhatikan ke$be$rlanjutan dan ke$adilan dalam pe$nge$mbangan se$ktor otomotif nasional. Hal 

ini pe$nting untuk me$mastikan bahwa transisi me$nuju ke$ndaraan ramah lingkungan dilakukan 

tanpa me$rugikan pe$laku usaha lain maupun konsume$n se$bagai pihak yang paling te$rdampak ole$h 

ke$bijakan pasar. 

Subsidi ke$ndaraan listrik te$rbukti mampu me$nurunkan harga jual ke$ndaraan se$cara 

signifikan. Pe$nurunan harga ini pada gilirannya me$ningkatkan daya be$li masyarakat dan 

me$ndorong pe$ralihan konsumsi dari ke$ndaraan konve$nsional be$rbahan bakar fosil ke$ ke$ndaraan 

listrik be$rbasis bate$rai. Namun de$mikian, ke$bijakan subsidi yang hanya dibe$rikan ke$pada satu 
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je$nis produk, yakni ke$ndaraan listrik, be$rpote$nsi me$nciptakan ke$tidakse$imbangan dalam struktur 

pe$rsaingan pasar otomotif. Produse$n ke$ndaraan konve$nsional yang tidak me$mpe$role$h subsidi 

se$rupa akan be$rada dalam posisi yang kurang me$nguntungkan se$cara kompe$titif. Dalam jangka 

panjang, kondisi ini be$rpote$nsi me$nimbulkan distorsi pasar dan me$nghambat dinamika 

pe$rsaingan usaha yang se$hat. 

Dari pe$rspe$ktif hukum pe$rsaingan usaha, ke$bijakan subsidi se$macam ini dapat 

dikate$gorikan se$bagai be$ntuk inte$rve$nsi ne$gara yang harus dikontrol se$cara hati-hati. Jika tidak 

dilakukan se$cara proporsional, subsidi te$rse$but dapat me$nghambat pe$rsaingan dan me$ndorong 

praktik diskriminatif te$rhadap pe$laku usaha lain. Hal ini se$jalan de$ngan konse$p state$ aid dalam 

hukum Uni E$ropa, yang me$ne$tapkan bahwa bantuan ne$gara ke$pada pe$rusahaan te$rte$ntu yang 

dapat me$ngganggu pe$rsaingan di pasar be$rsama dianggap be$rte$ntangan de$ngan prinsip 

pe$rsaingan se$hat, ke$cuali bantuan te$rse$but me$me$nuhi krite$ria te$rte$ntu untuk ke$pe$ntingan umum. 

Ke$bijakan subsidi ke$ndaraan listrik juga harus dikaji dalam ke$rangka Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 te$ntang Larangan Praktik Monopoli dan Pe$rsaingan Usaha Tidak Se$hat, 

khususnya Pasal 3 huruf a dan b, yang me$ne$kankan pe$ntingnya me$njaga ke$pe$ntingan umum, 

me$ningkatkan e$fisie$nsi e$konomi, se$rta me$wujudkan iklim usaha yang kondusif. Prinsip-prinsip 

ini hanya dapat te$rcapai apabila inte$rve$nsi ne$gara me$lalui subsidi dilakukan se$cara adil, 

transparan, dan tidak me$rugikan pe$laku usaha lain di pasar. 

Le$bih jauh, pe$mbe$rian subsidi te$rhadap ke$ndaraan listrik dilakukan dalam be$rbagai 

tahapan—mulai dari prose$s produksi, distribusi, hingga tahap konsumsi di tingkat pe$ngguna. 

Ke$bijakan yang me$ncakup se$luruh rantai nilai ini, apabila tidak dise$rtai de$ngan e$valuasi dan 

batasan yang me$madai, dapat dianggap se$bagai be$ntuk bantuan ne$gara yang be$rle$bihan 

(e$xce$ssive$ state$ aid). Dalam praktiknya, subsidi yang te$rlalu be$sar dapat se$cara artifisial 

me$nurunkan biaya produksi ke$ndaraan listrik, se$hingga me$nciptakan ke$unggulan kompe$titif 

yang tidak dipe$role$h me$lalui me$kanisme$ pasar. Akibatnya, pe$rsaingan antara ke$ndaraan listrik 

dan ke$ndaraan konve$nsional me$njadi tidak se$imbang, yang be$rpote$nsi me$ngarah pada distorsi 

pasar dalam jangka panjang. 

 

KESIMPULAN 

Subsidi ke$ndaraan listrik di Indone$sia me$rupakan ke$bijakan pe$me$rintah yang be$rtujuan 

utama me$ndukung pe$rce$patan transisi e$ne$rgi be$rsih dan pe$nurunan e$misi gas rumah kaca se$suai 

komitme$n nasional dan global. Ke$bijakan subsidi ini diatur me$lalui be$rbagai re$gulasi, mulai dari 

Pe$raturan Pre$side$n hingga pe$raturan me$nte$ri, dan dibe$rikan dalam be$ntuk inse$ntif fiskal (se$pe$rti 

pe$mbe$basan pajak, potongan harga, dan be$a masuk) se$rta inse$ntif non-fiskal (se$pe$rti ke$mudahan 

pe$rizinan, fasilitas infrastruktur, dan tarif parkir khusus). Namun, pe$mbe$rian subsidi yang hanya 

difokuskan pada ke$ndaraan listrik be$rpote$nsi me$nimbulkan distorsi pasar dan ke$tidakse$imbangan 

pe$rsaingan usaha di se$ktor otomotif, khususnya te$rhadap produse$n ke$ndaraan konve$nsional yang 

tidak me$mpe$role$h inse$ntif se$rupa.  

Dari pe$rspe$ktif hukum pe$rsaingan usaha, subsidi ke$ndaraan listrik me$rupakan be$ntuk 

inte$rve$nsi ne$gara yang sah, namun harus dilakukan se$cara proporsional, adil, transparan, dan 

tidak diskriminatif agar tidak me$nimbulkan praktik pe$rsaingan usaha tidak se$hat atau ke$unggulan 

kompe$titif yang tidak wajar di pasar. Ne$gara se$bagai re$gulator wajib me$njaga ke$se$imbangan 

antara upaya pe$rce$patan adopsi ke$ndaraan listrik de$ngan prinsip pe$rsaingan usaha yang se$hat, 

se$hingga transisi me$nuju transportasi ramah lingkungan dapat be$rjalan tanpa me$rugikan pe$laku 

usaha lain maupun konsume$n. E$valuasi dan pe$ngawasan te$rhadap ke$bijakan subsidi sangat 

pe$nting untuk me$nghindari bantuan ne$gara yang be$rle$bihan (e$xce$ssive$ state$ aid) dan me$mastikan 

ke$be$rlanjutan se$rta ke$adilan dalam pe$nge$mbangan se$ktor otomotif nasional. 
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